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MOTTO

Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa
yang telah diusahakannya.
(QS : 53,39)*

* Al-Qur’an, terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia
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RINGKASAN

Sejalan dengan perkembangan jaman serta peradaban manusia membawa
konsekuensi tersendiri terhadap kebutuhan tanah, dimana persediaan yang serba
terbatas jika dibandingkan dengan permintaan penyediaan lahan pada akhirnya
menyebabkan sering munculnya masalah di bidang pertanahan baik berupa sengketa
perbatasan, ketidakjelasan kepemilikan, maupun penyerobotan-penyerobotan hak atas
tanah lainnya.

Kesadaran mengenai arti pentingnya tanah, selanjutnya menimbulkan suatu
pengertian yang mendasar bahwa sudah selayaknya apabila tercipta kejelasan tentang
arti hak beserta obyek hak atau dengan kata lain perlu adanya suatu jaminan kepastian
hukum.

Dengan dasar pemikiran ini maka pemerintah perlu untuk melaksanakan
kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur di dalam pasal 19 UUPA dan
pembuatan sertipikat bagi pemegang hak atas tanah. Hal ini adalah untuk melindungi
dan memberi kepastian hukum terhadap pemegang hak atas tanah.

Hal ini kaitannya adalah untuk mecegah terjadinya peralihan hak atas tanah
oleh orang lain tanpa sepegetahuan pemegang hak yang sebenamnya. Kita ketahui
bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran negatif yang menganut asas memo
plus yuris dalam peralihan hak atas tanah. Seperti kita ketahui bahwa penulisan nama
yang tercantum dalam sertipikat di negara kita ini kurang jelas . karena dalam
sertipikat tersebut tidak ditulis apakah nama yang tercantum dalam sertipikat adalah
nama pemilik secara individu atau kepemilikan secara bersama dengan orang lain
entah itu istri atau suami.

Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah
apabila dialihkan oleh salah satu orang yang tercantum namanya dalam sertipikat
tersebut. untuk itulah pe;lu adanya mnéaturan yang lebih jelas karena BPN belum
mengatur kewajiban mencantumkan nama hak-harta bersama dalam sertipikat hak
atas tanah.
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Namun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah berusaha untuk
memberikan pengertian kepada para PPAT dengan cara memberi edaran kepada
para PPAT di wilayah Kabupaten Jember. Edaran ini tentang kewajiban PPAT untuk
mencantumkan status kepemilikan harta dalam komparisi akta vang dibuatnya.
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BAB I R

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang bersifat agraris, yang sebagian
besar penduduknya memanfaatkan atau megolah tanah untuk pertanian sebagai
mata pencahariannya. Bagi bangsa Indonesia sendiri tanah merupakan
kebanggaan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus
dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Oleh karena itu tanah harus
dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Landasan kebijakan (politik) pertanahan Indonesia adalah pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa
negara sebagai organisasi kekuasaan dan seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan
tertinggi diberi wewenang untuk mengelola tanah bagi kesejahteraan bangsa
Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tanah dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan tanah maka perlu
adanya suatu peralthan hak atas tanah karena dengan terbatasnya tanah dan
meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Padchal dalam sistem pendaftaran
tanah dikenal ada 3 (tiga) sistem yaitu: sistem Torrens, sistem Positif, dan sistem
Negatif. Negara Indonesia menganut sistem Negatif yang menyatakan bahwa
segala apa yang tercantum dalam sertipikat tanah dianggap benar sampai dapat
dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya di muka sidang pengadilan.

Berdasarkan pasal 4 angka 1 Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian
dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 huruf a,
kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah, hal
ini dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas tanah. Terutama apabila terjadi peralihan hak atas

1
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tanah dari pemilik sebenarnya ke orang l;'n dengan ataupun tanpa bantuan orang
ketiga, karena dengan keberadaan sertipikat ini akan diketahui siapa pemilik tanah
yang sebenarnya.

Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu
kepemilikan hak atas tanah dapat menimbulkz: konflik, Adanya konflik yang
sering timbul adalah adanya suatu peralihan hak atas tanah dari pemegang hak
atas tanah yang sebenarnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemegang hak
atas tanah yang sebenarnya. Sehingga periu adanya pengaturan hukum pertanahan
yang memberikan kepastian hukum tentang hak-hak dan kewajiban pemilik hak
atas tanah.

Dalam kenyataannya terlihat bahwa dalam pelaksanaan peralihan hak
atas tanah di Kantor Pertanahan Jember, sering terjadi permasalahan yang
disebabkan karena ternyata hak atas tanah yang dialihkan bukan hak atas tanah
sendiri melainkan hak atas tanah orang lain, dan ini tanpa sepengetahuan pemilik
hak atas tanah yang sebenarnya. Sebagian besar hal ini terjadi karena tanah-tanah
yang dialihkan belum bersertipikat walaupun ada sebagian kecil yang sudah
bersertipikat.

Sedangkan untuk tanah yang bersertipikat sendiri terkadang tidak ditulis
status tanah yang dimiliki atas nama ssseorang yang tercantum di dalamnya Oleh
karena itu, bagi mereka yang sudah menikah sulit untuk mengetahui apakah tanah
tersebut harta bersama atau bukan. Untuk itulah maka pemerintah dalam hal ini
Kantor Pertanahan berusaha untuk memberikan himbauan kepada para notaris
agar dalam pembuatan akta pada komparisinya ditulis harta asal atau harta
bersama.

Fenomena yang terjadi di atas merupakan salah satu masalah pertanahan
yang perlu ditangani secara konseptual, terpadu, konsisten dengan mendasarkan
pada politik pertanahan yang telah digariskan serta sesuai dengan peraturan-
peraturan pertanahan yang ada. Dalam hal ini peranan pemerintah khususnya
Badan Pertanahan Nasional sangatlah penting dalam proses pendaftaran tanah
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah

yang sebenarnya.
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan menulis dalam
skripsi dengan judul “PELAKSANAAN ASAS MEMO PLUS YURIS DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER”

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak kabur dan mempermudah dalam
pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan
pada bidang hukum pertanahan, yakni mengenai pelaksanaan asas memo plus
yuris dalam peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.3 Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan skfipsi ini adalah sebagai berikut:
l. upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan asas memo plus
yuris dalam peralihan hak atas tanah?
2. apa akibat hukum karena tidak terpenuhi asas memo plus yuris dalam
peralihan hak atas tanah?
3. apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam peralihan hak atas

tanah yang menganut asas memo plus yuris?

1.4 Tujuan Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dibedakan

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum
- Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis,
yaitu:
1. untuk memenuhi salah satu syarat akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan
(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
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2. sebagai suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada
bidang hukum agraria yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis
dan membandingkan dengan praktek;

3. untuk mengembangkan pemikiran dan pengetahuan yang berguna bagi
kalangan umum, khususnya mahasiswa hukum dan almamater tercinta

Universitas Jember.

1.42 Tujuan Khusus
Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Pelaksanaan Asas Memo plus

Yuris dalam Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”.

Maka tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. penulis ingin mengetahui upaya pemerintah dalam melaksanakan asas memo
plus yuris dalam peralihan hak atas tanah;

2. untuk mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya asas memo plus yuris
dalam peralihan hak atas tanah;

3. untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan asas memo
plus yuris dalam peralihan hak atas tanah.

1.5 Metodologi

Sebagaimana lazimnya ciri-ciri umum yang dimiliki bagi penulisan
karya ilmiah dimana harus mengandung kebenaran vang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga karya ilmiah tersebut dapat
mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Soekanto(1986:6) menyatakan
kebenaran tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang
sebenamya sehingga tulisan ini mampu menunjukkan sifat ilmiahnya. Oleh karena
itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai
berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah
Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan
karya ilmiah ini pendekatan masalah yang digunakan suatu metode pendekatan
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secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan,
teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan
yang dibahas( Soemitro, 1990:9).

Guna mendukung data yang ada penulis juga menggunakan metode
pendekatan empirik, yaitu suatu pendekatan masalah yang melihat bagaimana

bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah.

1.5.2 Sumber Data
Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan masalah yang ada. Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber
data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.
Marzuki  (Tanpa tahun:07) menyatakan data-data primer dalam
penelitian hukum terdiri dari:
1. Perundang-undangan seperti:
a) Undang-undang Dasar 1945;
b) Undang-undang;
¢) Peraturan daerah;
d) Peraturan pemerintah;
e) Keputusan Menteri;
f) Keputusan Kepala Daerah.
4. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undar2an;
5. Putusan-putusan hakim.
Sedangkan untuk data-data sekunder berupa semua publikasi tentang
hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. yang meliputi:
1) buku-buku teks;
2) kamus-kamus hukum;
3) jurnal-jurnal hukum;
4) komentar-komentar atas putusan pengadilan.
Data-data di atas sebagian besar diperoleh penulis dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember yang sangat berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
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Berkaitan dengan hal tersebut, guna mendukung data sekunder maka dalam
penulisan skripsi ini penulis juga memperoleh data melalui konsultasi dan
wawancara secara langsung dengan Bpk.Tjahjo Ariyanto selaku Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dan Bpk. Budi Hoetomo selaku Kasubsi Peralihan
Hak atas Tanah Pembebanan Hak dan PPAT.
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat kaitannya dengan sumber
data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan
untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur,
yaitu suatu pengumpulan data dengan mempelajari dan menelaah buku maupun
perundang-undangan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, serta
melalui wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan permasalahan yaitu
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.5.4 Analisis Data

Soekanto (1986:7) menyatakan metode analisa data yang pada dasarnya
adalah untuk menganalisa data yang merupakan hasil akhir dari data-data yang
diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif Metode ini artinya data
dikumpulkan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis,
selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan penyelesaian  masalah, -
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum

menuju ke hal yang bersifat khusus.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bu Bal:::
Warga Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember adalah seorang
janda yang ditinggal mati suaminya. Beliau mempunyai 2 orang anak yaitu anak
laki-laki bernama Abdul Rahman berusia 30 tahun bekerja di Malaysia sebagai
TKI dan anak perempuan bernama An Sum berusia 49 tahun tinggal serumah
dengan Bu Bakri berikut suami dan anaknya Moch. Hafid berusia 22 tahun.

Bu bakri mempunyai harta bersama berupa tanah seluas 3040 M2. Tanah
ini belum bersertipikat Hak Milik tetapi masih berupa Hak Milik Tanah Yasan
dengan Petok C 1038 No. 119 Kelas 44 SPPT No. 1313, dengan batas-batas

sebagai berikut:

- Utara : Tanah Pak Arbiya;

- Timur : Tanah Abdul Rahman:
- Selatan : Jalan;

- Barat : Tanah Pak Asmadir.

Dalam hal ini Bu Bakri menghibahkan tanahnya tersebut yang luasnya 3040 M2
kepada cucunya Moch Hafid putra Bu An Sum seluas 1488 M2 tanpa
sepengetahuan anak keduanya Abdul Rahman yang bekerja di luar negeri.
Pada hari Kamis, 4 Mei 2001 tanah seluas 1488 M2 dibuatkan Akta

Hibah bernomor 172/V/436.542/2001 oleh PPAT Doctorrandus Dwi Setyo
Nusantara. Selanjutnya dengan Akta PPAT ini Moch. Hafid selaku penerima
hibah bermaksud mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember, untuk mendapatkan sertipikat

 Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menerima berkas permohonan
pendaftaran peralihan hak atas tanah dari Moch. Hafid. Kemudian dilakukan
penilaian oleh Kantor Pertanahan mengenai riwayat perolehan tanah tersebut. Hal
ini untuk mengetahui apakah perolehannya sah atau tidak.
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Temyata dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
diketahui kalau dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan tidak
lengkap. Yaitu tidak adanya Surat Persetujuan ataupun Surat Kuasa dari Abdul
Rahman sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Bpk. Bakri kepada Bu Bakri
untuk menghibahkan sebagian tanahnya kepada Moch. Hafid. PPAT sendiri tidak
mencantumkan status perolehan tanah tersebut sebelumnya dalam komparisi.
Sehingga Kepala Kantor Pertanahan menolak permohonan peralihan hak atas
tanah tersebut dan mengembalikan berkas permohonannya untuk dilengkapi oleh
pemohon apabila tetap ingin dilakukan pendaftaran.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi yang
berjudul: “PELAKSANAAN ASAS MEMO PLUS YURIS DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER ¢, adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesarnya bagi kemakmuran rakyat.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pckok
Agraria:
- Pendaftaran Tanah: Pasal 19
- Hak atas Tanah : Pasal 16 sampai Pasal 41
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:
- Pendaftaran Tanah : Pasal 1 sampai Pasal 39
- Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah: Pasal 94 sampai Pasal 106 dan
Pasal 111 ]
4. Peratural; Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
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5. Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan

Hak Pengeloaan.

2.3 Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah

Menurut pasal 1 Paraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang
dimaksud Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, maliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang
tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali (“initial registration”) dan pemeliharaan data pendaftaran
tanah (“maintenance”). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan
pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum
didaftarkan.

Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah
secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara
sistematik adalah kagiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan
secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di
daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan
pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendafiaran tanah untuk
pertama kali mengf;nai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian wilayaﬁ suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Harsono (1999:461) menyatakan pemeliharaan data pendaftaran tanah
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
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a. Syarat-syarat Pendaftaran Tanah
Harsono (1999:473) menyatakan syarat-syarat pendaftaran tanah meliputi
data fisik dan data yuridis.
- Data fisik diantaranya:

I.  peta dasar pendaftaran:

2. penetapan batas bidang-bidang tanah;

3. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran tanah;

4. daftar tanah:;

5. surat ukur

ad. 1 Peta dasar pendaftaran

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan, agar setiap bidang tanah
yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat dikonstruksi di lapangan
setiap saat.

ad. 2 Penetapan batas bidang-bidang tanah

Penetapan batas bidang tanah diupayakan penataan batas berdasarkan
kesepakatan para pihak yang berkepentingan, untuk memperoleh bentuk yang
tertata dengan baik bagi bidang-bidang tanah yang semula kurang baik bentuknya.
ad.3 Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran tanah

Bidang-bidang tanah yang diukur selanjutkan dipetakan dalam peta dasar
untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta
tersendiri dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar pendaftaran dan
hasil pengukuran batas tanah yang akan dipetakan.
ad.4 Daftar tanah

Bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor
pendaftarannya pada peta pendaftaran selanjutnya dibukukan dalam daftar tanah.
Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap mengenai
nomor bidang, lokasi dan penunjukkan ke nomor surat ukur bidang-bidang tanah
yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama
kali maupun pemeliharaannya untuk kemudian.
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ad. 5 Surat ukur
Bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta
pendaftaran dibuatkan surat ukur yang memuat data fisik yang diambil dari peta
pendaftaran dengan skala yang bisa berbeda.
- Harsono (1999:477) menyatakan data yuridisnya terdiri atas:
1. hak-hak baru
2. hak-hak lama
ad. 1 Hak-hak baru
Pembuktian hak-hak baru dengan cara:

a. hak atas tanah baru data yuridisnya dibuktikan dengan penetapan
pemberian hak dari pejabat yang berwenang dan asli akta PPAT yang
memuat pemberian hak tersebut;

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak
pengelolaan oleh pejabat yang berwenang:

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf

d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;

¢. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak

tanggungan.

ad.2 Hak-hak lama

Pembuktian hak atas tanah yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-
hak lama data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak
tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi/Kepala Kantor
Pertanahan dianggap cukup sebagai dasar mendafiar hak, pemegang hak, dan
pihak-pihak lain yang membebaninya.
b. Tujuan Pendaftaran Tanah

Ariyanto (Tanpa tahun:19) tujuan pendaftaran tanah antara lain:

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang
terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
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pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itulah pemegang haknya
diberikan sertipikat sebagai tanda buktinya;

2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenal bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk
penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten atau Kota, yang dikenal dengan Daftar Umum, yang terdiri
atas peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar
nama,

3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya
pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib
administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi
tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan,
pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.

2.3.2 Pengertian Hak Atas Tanah

Peranginangin (1979:37) menyatakan hak atas tanah yaitu hak yang
memberi wewenang kepada yang empunya hak untuk mempergunakan atau
mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa: hak-hak atas
tanah sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (1):

a) hak milik;

b) hak guna-usaha;

¢) hak guna-bangunan;

d) hak pakai;

e) hak sewa;

f) hak membuka tanah;

g) hak memungut hasil hutan;

h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara
sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

a. Terciptanya Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah yang ada dalam Hukum Tanah Nasional kita berasal
dari perubahan atau konversi dari hak-hak yang lama. Perubahan tersebut terjadi
karena hukum pada tanggal 24 September 1960 yaitu berdasarkan ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA.
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Pada garis besarnya ketentuan ini adalah sebagai berikut:

a) Hak Eigendom menjadi Hak milik, jika pemiliknya pada tanggal 24
September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Jika syarat tersebut
tidak dipenuhi, konversinya menjadi Hak Guna Bangunan, dengan jangka
waktu 20 tahun.

b) Hak Milik Adat, Hak Agrarisch Eigendom, Hak Grant Sultan dan yang sejenis
menjadi Hak Milik, jika pemiliknya pada tanggal 24 September 1960
berkewarganegaraan Indonesia tunggal jika syarat tersebut tidak dipenuhi,
konversinya menjadi Hak Guna Usaha, kalau tanahnya merupakan tanah
pertanian dan menjadi Hak Guna Bangunan kalau tanahnya bukan tanah
pertanian, dengan berjangka waktu 20 tahun.

¢) Hak Erfpacht untuk perkebunan besar menjadi Hak Guna Usaha, yang
berlangsung selama-lamanya 20 tahun, untuk perumahan menjadi Hak Guna
Bangunan, yang berlangsung selama sisa waktunya, tetapi selam-lamanya 20
tahun

d) Hak-hak atas Tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan
hak pakai yang dimaksud dalam pasal 41 ayat(1) UUPA, menjadi Hak Pakai,
yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana dipunyai oleh
pemegang haknya pada tanggal 24 September 1960 sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

e) Hak Gogolan yang bersifat tetap menjadi Hak Milik, sedang yang tidak tetap
menjadi Hak Pakai.

b. Hapusnya Hak Atas Tanah

Hapusnya hak-hak atas tanah dapat terjadi karena:

a) hak-hak atas tanah yang berjangka waktu seperti Hak Guna Usaha, dan Hak
Guna Bangunan dengan berakhirnya jangka waktu yang bersangkutan haknya
menjadi hapus, jika tidak ada kemungkinan untuk dan tidak dimintakan
perpanjangan jangka waktu;

b) hak atas tanah menjadi hapus jika dilepaskan atau diserahkan dengan sukarela
oleh pemegang haknya;

¢) hak atas tanah juga menjadi hapus, jika dibatalkan oleh pejabat yang
berwenang, sebagai sanksi terhadap tidak dipenuhinya pemegang hak yang
bersangkutan kewajiban tertentu atau dilanggarnya sesuatu larangan;

d) ada kemungkinan suatu hak atas tanah menjadi hapus karena hukum, yang
juga disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau dilanggarnya
suatu larangan;

e) hak atas tanah juga hapus karena pencabutan hak;

f) hak menjadi hapus kalau tanah yang bersangkutan musnah .

2.3.3 Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah
Effendie (1993:33) menyatakan Peralihan Hak Atas Tanah adalah
beralihnya hak atas tanah dari pemilik hak atas tanah sebelumnya kepada pemilik
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baru melalui cara-cara yang telah diatur dalam undang-undang. Kita ketahui
bahwa terdapat dua asas peralihan hak atas tanah yaitu: asas memo plus yuris dan

asas etikad baik.

a. Pengertian Asas Memo Plus Yuris

Asas memo plus yuris adalah suatu asas peralihan hak atas tanah yang
melindungi pemilik sebenarnya dari tindakan orang lain yang memindahkan hak
atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik hak atas tanah yang sebenamya. Dalam
asas ini pemegang hak yang sebenarnya adalah pemegang hak yang sejati. UUPA
menganut asas memo plus yuris dalam peralihan hak atas tanah karena negara
kita menganut Sistem Pendaftaran Tanah Negatif,

b. Pengertian Asas Etikad Baik

Asas etikad baik adalah suatu asas yang melindungi orang yang dengan
etikad baik memperoleh sesuatu hak dari orang yang disangkanya sabagai
pemegang hak yang sah. Meskipun orang yang mengalihkan itu ternyata bukan
orang yang berhak. Dalam asas ini pemegang hak yang terdaftar dilindungi
hukum sebagai pemegang hak yang sah dan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga
kepastian hukum dari pemegang hak yang terdaftar terjamin, karena terdaftarnya
yang bersangkutan dalam daftar umum tidak dapat diganggu gugat walaupuin
oleh seseorang yang terbukti sebagai pemilik yang sebenarnya. Asas Etikad Baik
ini dianut oleh Negara yang menganut Sistem Pendaftran Tanah Positif

¢. Tata cara Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah terdiri dari dua cara, yaitu:

1. Pewarisan Tanpa Wasiat : )

Pewarisan tanpa wasiat terjadi jika pcn;egang hak atas tanah meninggal
dunia, karena hukum maka hak tanah beralih pada ahli warisnya. Sedangkan yang
mengenai siapa-siapa yang termasuk ahli waris berapa bagian masing-masing dan
bagaimana pembagiannya, diatur oleh hukum waris almarhum pemegang hak
yang bersangkutan, bukan hukum tanah. Hukum tanah hanya memberikan
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ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal darai warisan dan hal-hal
mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya oleh para ahli waris.
2. Pemindahan Hak

Hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain
dengan bentuk pemindahan, antara lain:

jual beli;

tukar-menukar;

hibah;

pemberian menurut adat

pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan
hibah-wasiat atau “/egaat”

o Ao TR

Perbuatan-perbuatan, dilakukan pada waktu pemegang haknya masih
hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai,
kecuali hibah-wasiat. Maksud dari perbuatan itu bahwa dengan dilakukannya
perbuatan hukum, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain.
Dalam hibah-wasiat hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima
wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia.

Jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat dan pemasukan
dalam perusahaan, demikian juga pelaksanaan hibah wasiat dilakukan oleh para
pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang bertugas membuat aktanya.
Dengan dilakukannya perbuatan hukum atas tanah yang bersangkutan di hadapan
PPAT, dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap) yang
dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akta yang ditandatangani para pihak
menunjukkan secara nyata atau riil perbuatan hukum jual-beli yang dilakukan.
Dengan demikian ketiga sifat jual-beli, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta
tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan
hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara iraplicit juga membuktikan,
bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu
baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahli
warisnya karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum.
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Dalam hal hibah-wasiat hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada
penerima wasiat pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. Hal itu baru diketahui
oleh para pihak yang bersangkutan.

Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya
pembuktiannya pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota, untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang
bersangkutan. Dengan dicatatnya hak tersebut pada sertipikat haknya, diperoleh
surat tanda bukti yang kuat. Demikian dinyatakan dalam pasal 23, 32, dan 38 PP
No. 24 Tahun 1997. Karena administrasi pendaftaran tanah yang ada di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota mempunyai sifat terbuka bagi umum, sehingga
dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada buku-tanah haknya, maka
bukan hanya yang memindahkan hak dan ahli warisnya saja yang mengetahui
tetapi pihak ketigapun dianggap mengetahui, bahwa penerima hak adalah
pemegang hak yang baru.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Asas Memo Plus Yuris dalam
Peralihan Hak atas Tanah

Aparat pemerintah dalam hal inj Badan Pertanahan Nasional untuk
melaksanakan asas memo plus yuris dalam peralihan hak atas tanah yaitu dengan
melakukan penilaian ataupun penelitian terhadap segi riwayat perolehan tanuh.
Penilaian tersebut dimaksud untuk mengetahui apakah perolehan tanah dilakukan
secara sah atau tidak dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Juga penilaian
ini dimaksudkan untuk mengetahui status kepemilikan tanah yang menjadi obyek
peralihan.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
disebutkan bahwa: “untuk keperluan pengumuman sebagimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dibuat peta bidang atau bidang-bidang
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan ditandatangani oleh Kepala
Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk. Pengumuman ini dilakukan oleh
Kantor Pertanahan untuk mencegah adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik
yang sebenarnya. Dari pengumuman ini akan diketahui riwayat perolehan tanah
yang dipindahkan dari Peta Bidang-Bidang Tanah yang memuat informasi sebagai
berikut:

Judul peta, yaitu “Peta Bidang Tanah”:

nomor RT/RW, nama kelurahan atau desa, kabupaten atau kota dan propinsi;
skala peta;

panah utara;

g p

A o

batas bidang-bidang tanah: a
Jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjilk lokasi;
nomor identifikasi bidang tanah:
tanggal dan tanda tangan ketua Panitia Ajudikasi.
Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten

e oo

Jember harus menerapkan  ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur
17
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keagrariaan, seperti dalam peralihan hak atas tanah, hapus dan pembebannya.

Berdasarkan kenyataan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sering terjadi

peralihan hak atas tanah yang tidak menganut asas memo plus yuris. Ini sering

terjadi pada kasus tanah hibah yang dilakukan oleh duda atau janda yang
menghibahkan tanahnya tanpa sepengetahuan anak-anaknya sebagai ahli waris.

Padahal status tanah tersebut sebelumnya adalah harta bersama dengan suami/istri

sebelum mereka meninggal. Oleh karena itu dalam penghibahan harus disetujui

oleh ahli warisnya dalam hal ini adalah anak-anak dari pasangan suami istri yang
salah satunya telah meninggal dunia.

Kasus seperti ini memang mudah dan sering terjadi karena dalam
sertipikat tidak dicantumkan status kepemilikan tanahnya, sehingga Kantor
Pertanahan sendiri merasa kesulitan untuk melacaknya. Namun Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan membuat
kebijakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Kepada para PPAT di
wilayah  Kabupaten Jember. Dalam Surat Edaran Nomor: 640.353.4-2647
tertanggal 14 September 2001 perihal Status Harta Bersama Sebelum dibuat Akta
PPAT dan pembuatan aktanya baik berlaku bagi penjual atau pembeli, yang
isinya menyatakan bahwa dengan adanya beberapa permohonan Pendaftaran
Peralihan Hak yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
diantaranya pihak penjual disebut berstatus Janda/duda, dengan ini dimohon
perhatian PPAT sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang tunduk pada KUHPerdata (antara lain
keturunan Cina, Eropa, dan lain-lain) dan melangsungkan perkawinan
sebelum tanggal 1-1- 1975 tunduk pada ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan,
demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan SL;ami dan istri,
kecuali perjanjian kawin menentukan lain;

2. Warga Negara Indonesia Pribumi, yang melangsungkan perkawinan sebelum
tanggal 1-1-1975, tunduk pada ketentuan hukum adat yang mengatur bahwa
harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta gono-gini (harta
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bersama) kecuali harta bawaan dan harta yang diperoleh karena warisan atau

hibah;

- Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan setelah tanggal

1-1-1975 tunduk pada ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974: bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak
menentukan lain;

. berkaitan dengan tersebut diminta perhatian saudara untuk meneliti

kewenangan bertindak dalam pembuatan akta PPAT dan pembuatan

komparisinya.

Misalnya:

a. Apabila Sertipikat hak atas tanah / petok ¢ bekas milik adat tertulis atas
nama suami dan menurut penelitian tanah tersebut harta bersama, maka
dalam penandatangan akta PPAT istri hanya ikut menghadap dan
membubuhkan tanda tangannya atau memberi kuasa suaminya untuk
mewakili. Demikian juga sebaliknya apabila sertipikat tertulis atas nama
istri, suami ikut menghadap atau memberi kuasa kepada istrinya untuk
mewakili.

b. Seripikat hak atas tanah / petok ¢ bekas milik adat tertulis atas nama istri
atau suami berstatus janda atau duda, maka harus diteliti apakah janda
atau duda karena cerai hidup atau cerai mati. Kalau cerai mati dan harta
tersebut adalah harta bersama, maka harus ada persetujuan dan kuasa atau
turut ditandatangani Akta PPAT-nya oleh ahli waris suami atau istrinya
yang telah meninggal terlebih dahulu. Untuk hal ini diperlukan pula,
keterangan waris dari suami atau istri tersebut. : A
Apabila cerai hidup, harus ada bukti bahwa harta bersama telah dibagi
atau ada persetujuan dan kuasa dari bekas suami atau istri;

c. kalau penjual menerangkan tanah tersebut bukan harta bersama hendaknya
diteliti lebih dahulu dan ditulis dalam komparisi bahwa tanah tersebut
adalah harta bawaan, hadiah, atau warisan untuk menegaskan bahwa tanah
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tersebut bukan harta bersama perlu dibuatkan penegasan oleh suami atau
istri yang tidak tercantum di dalam sertipikatnya dan dituangkan dalam
komparisi;

d. pembelian yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi harta bersama agar
mengikutsertakan baik suami atau istri sebagai pembeli, dalam hal ini
penandatangan akta cukup diwakili oleh salah satu, sedang jika pembelian
sebagai substitusi harta bawaan yang mengakibatkan bukan menjadi harta
bersama agar disebutkan dalam komparisinya, setelah diadakan penelitian
dan ditegaskan oleh suami atau istri pasangannya.

Kebijakan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember karena Badan Pertanahan Nasional belum mengatur kewajiban
mencantumkan status harta pada sertipikat sehingga keberadaan harta adalah harta
bersama atau harta asal tidak bisa diketahui. Dengan upaya dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember ini diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus
peralihan hak atas tanah yang tidak menganut asas memo plus yuris. Dengan
demikian pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat berjalan lancar.

3.2 Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Asas Memo Plus yuris Dalam
Peralihan Hak Atas Tanah

Apabila asas memo plus yuris tidak terpenuhi maka pihak yang berhak
atas tanah yang sebenarnya akan kehilangan haknya yang dialihkan oleh orang
yang sebenarnya tidak berhak kepada orang lain. Sebaliknya bagi orang yang
mendapatkan hak atas tanah dari orang yang sebenarnya tidak berhak, juga akan
dirugikan, dengan demikian tidak terjamin kepastian hukumnya karenanya ia akan
menanggung sendiri risikonya jika ternyata yang mengalihkan itu sebenarnya
tidak terdaftar sebagai yang berhak atau pemlhk dari tanah tersebut. Padahal
dengan terpenuhinya pendaftaran suatu hak atas nama orang yang tidak berhak
tidak dapat merugikan pemegang hak yang "sebenarnya, karena terdaftarnya
seseorang dalam daftar-daftar umum sebagai pemegang hak belum menjadikan

orang itu sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum.

—
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Kantor Pertanahan yang merupakan unsur pelaksana di bidang
pertanahan, dalam hal ini dapat melakukan pendaftaran peralihan hak-hak atas
tanah, dengan mendaftarmnya di dalam Daftar Buku Tanah apabila PPAT yang
bersangkutan telah membuat suatu daftar dari akta-akta yang dibuatkan kaitannya
dengan peralihan tersebut. Namun terlebih dahulu Kantor Pertanahan mengadakan
pengecekan dari kelengkapan dokumen-dokumen yang ada. Kartasaputra
(1992:99) menyatakan untuk peralihan hak atas tanah yang belum terdaftar
diperlukan dokumen-dokumen dalam pendaftarannya, antara lain:

a. surat permohonan pendaftaran hak atas tanah yang dialihkan dan
ditandatangani oleh pihak yang mengalihkan hak:

b. surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh
penerima atau kuasanya;

C. surat kuasa tertulis dari pemegang hak apabila yang mengajukan
permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak:

d. akta PPAT tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang

bersangkutan;

bukti identitas yang mengalihkan hak;

bukti identitas penerima hak;

surat Pernyataan Penerima Hak atau Ijin Pemindahan Hak :

bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

bangunan;

bukti pelunasan Pembayaran Pajak Penghasilan;

surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b PP

No. 24 Tahun 1997.

B o

Tt o s

Jika lengkap maka dapat langsung didaftar di dalam Daftar Buku Tanah, tetapi
apabila diketahui tanah tersebut bermasalahan baik karena masih disengketakan
kesalahan pada obyeknya ataupun kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang
dibutuhkan dalam peralihan hak atas tanah, maka Kantor Pertanahan bisa dan
dapat menolak permohonan Pendaftaran Peralihan Hak.

Penolakan pendaftaran peralihan hak oleh Kepala Kantor Pertanahan
harus dilakukan secara tertulis, yang disampaikan kepzda yang berkepentingan,
dengan menyebutkan alasan-alasannya, disertai pengembalian berkas

permohonannya, dengan tembusan kepada PPAT-yang bersangkutan.
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Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak, jika salah satu syarat
permohonan pendaftaran peralihan hak ini dibawah ini tidak dipenuhi oleh
pemohon, diantaranya:

a. sertipikat/surat keterangan tentang keadaaan hak atas tanah tidak sesuai lagi
dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan:

b. peralihan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta PPAT:

¢. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan tidak lengkap;

d. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan;

¢. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT diputuskan oleh Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu
perbuatan hukum oleh pemohon. Apabila perbuatan hukum itu dibatalkan, maka
akta PPAT yang bersangkutan tidak berlaku lagi sebagai alat bukti. Perubahan
data pendaftaran tanah sebagai akibat pembatalan perbuatan hukum yang
bersangkutan harus didasarkan atas alat bukti lain, seperti putusan pengadilan atau
akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru. Kantor Pertanahan dapat
menerima permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah kembali apabila
pemohon telah melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Apabila dokumen-dokumen lengkap dan dimintakan permohonan
pendaftaran, maka Kantor Pertanahan bisa langsung melakukan pendaftaran mulai
dari pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang dimaksud. Setelah
adanya kepastian hal-hal tersebut di atas akan dihasilkan peta pendaftaran tanah
yang kemudian dihimpun dalam surat ukur yang memuat data-data fisik atas tanah
tersebut. Kemudian data-data fisik itu dicantumkan dalam suatu daftar umum
mengenai hak-hak atas tanah sehingga dapat diketahui keadaan fisik tanah serta
pemilik tanah yang sebenarnya. , :

Dengan demikian lalu lintas hukum yang berken&;an dengan adanya
peralihan hak atas tanah dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Sehingga
penyelenggaraan pendafiaran hak atas tanah terlaksana sesuai dengan ketentuan
UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
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3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat dilaksanakannya Asas Memo Plus
Yuris dalam Peralihan Hak atas Tanah

Dalam peralihan hak atas tanah yang menganut asas memo plus yuris ini
disertai dengan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.
Faktor pendorongnya adalah dilindunginya pemegang hak yang sebenarnya dari
tindakan orang lain yang ingin mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya.
Oleh karena itu, pendaftaran suatu hak atas nama orang yang tidak berhak tidak
dapat merugikan pemegang hak yang sebenamnya. Karena terdaftarnya seseorang
dalam Daftar Umum sebagai pemegang hak belum menjadikan orang itu sebagai
pemegang hak yang sah menurut hukum. Pemegang hak yang sebenarnya
merupakan pemegang hak yang sejati yang selalu dapat menuntut haknya kembali
yang dialihkan tanpa sepengetahuannya.

Selain itu faktor pendorong lainnya adalah proses pendaftarannya cepat,
mudah, dan murah karena terdaftarnya seseorang dalam daftar umum belum
menjadikannya pemegang hak yang sah menurut hukum mengakibatkan pejabat
pendaftar hak tidak harus memeriksa secara cermat apakah orang yang namanya
akan didaftar adalah orang yang berhak atau tidak. Bagi pemilik tanah yang
sebenarnya sampai kapanpun akan dilindungi, karena terdaftarnya seseorang
dalam daftar umum tidak menyebabkan ia akan kehilangan haknya.

Sedang faktor penghambat dari penggunaan asas memo plus yuris dalam
peralihan hak atas tanah adalah tidak adanya perlindungan terhadap terhadap
orang yang menerima pengalihan hak atas tanah dari seseorang yang terdaftar,
karena pemerintah tidak menjamin kebenaran isi dari Daftar Umum yang
diselenggarakan. Orang yang menerima pengalihan hak atas tanah akan
menanggung sendiri resikonya jika ternyata yang membeli tanah bukan pemilik
yang sebenarnya. Bagi pemegang hak yang terdaftar setiap‘_ saat juga dapat
diganggu gugat oleh orang yang mengaku pemilik sebenamya-. Selain itu tidak
adanya peran aktif dari Pejabat Balik Nama Tanah yang menyebabkan terjadinya
sertifikat ganda dan juga tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang

mengaturnya secara jelas.
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4.1 Kesimpulan

BAB IV
KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara

lain sebagai berikut:

¥

bahwa pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berusaha
untuk melaksanakan asas memo plus yuris dalam pendaftaran peralihan hak atas
tanah dengan cara melakukan penelitian obyek tanah yang dimintakan
pendaftaran untuk mengetahui status perolehan tanah tersebut. Selain itu Kepala
Kantor Pertanahan Kabupatan Jember juga mengeluarkan Surat Edaran yang
dituyjukan kepada para PPAT di Jember yaitu Surat Sdaran Nomor 640.353.4-
2647 tertanggal 14 September 2001 yang isinya himbauan kepada PPAT untuk
mencantumkan status harta asal atau harta bersama dari orang yang minta
dibuatkan akta dalam komparisi;

bahwa pihak yang berhak atas tanah yang sebenarnya akan kehilangan haknya
yang telah dialihkan kepada orang lain oleh orang yang sebenarnya tidak berhak
dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dapat menolak permohonan
pendaftaran peralihan hak atas tainah apabila dokumen-dokumen yang diperlukan
tidak lengkap, tanah dalam sengketa dan lainnya dengan memberikan surat
tertulis yang disertai alasan-alasan ditolaknya permohonan tersebut kepada
pemohon dan tembusannya kepada PPAT yang bersangkutan;

bahwa dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang menganut asas memo
plus yuris terdapat faktor pendorong yaitu pemegang hak yang sebenarnya
merupakan pemegang hak sejati yang selalu dapat menuntut haknya kembali yang
dialihkan tanpa sepengetahuannya. Selain itu proses pendaﬁz(uaxmya cepat,‘
mudah, dan murah. Sedang faktor penghambatnya adalah tidak adanya
perlindungan terhadap orang yang menerima pengalihan hak atas tanah dari

24
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Sescorang yang terdaftar, pemerintah tidak menjamin kebenaran dari isi daftar
umum, tidak adanya peran aktif dari Pejabat Balik Nama Tanah dan tidak adanya

peraturan yang mengaturnya secara jelas.

4.2 Saran
Dari uraian tersebut di atas maka saran-saran yang dapat penulis berikan

adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jember harus mengupayakan
pelaksanaan asas memo plus yuris ini secara menyeluruh kepada seluruh
masyarakat sehingga masyarakat-masyarakat yang awam terhadap hukum tidak
tertipu;

2. sebelum melakukan penolakan pendaftaran peralihan Kepala Pertanahan
seharusnya meneliti dulu secara cermat kekurangan-kekurangan yang belum
dipenuhi oleh pemohon sehingga pemohon bisa melengkapinya dengan mudah
dan mengajukan pendaftaran lagi;

3. sebaiknya dengan adanya faktor pendorong ini Kantor Pertanahan bisa lebih
meningkatnya kinerjanya dalam melayani masyarakat, dengan tidak memberikan |
jangka waktu yang lama dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah
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t 00.353.4- 2647
)
: Penting,

| I 3

Kepada ‘
Yih. Sdr. Pejabat Pembuat Akia
. Tanah se - Kahupaten
s Penclitinn sintus Hara Bersama Jember

sehelum dibuat Aktn e di

dan pembustan aldanya haik JEDMBER
herlaku penjual atau pembeli,

Bevknitan dengan ndanyn bebernpn permohonnn Pemdaling nng
Feralihan Hak Yang diajukan ke Kantor Pertanaban Iabupaten Jember
i antaranya pihak Penjual disehut herstatus Jnnda / duda , denpan ing
dimobon perhatian Pejahat Pembuat Akia sehagai berikut '

Lo Warpa Negiea Indonesia yang  tunduk KUNPerdats ( antaea Iain
keturnnan Qilm_, Fropa dan lain =lain ) dan melangsungkan
perkavinan §£‘..'F'.l_“_',!'__..l§!‘J.l'J-'éll_,.]_:I,.“'_.l..:.).?;i tundule padda ketentuang

Ch ) pasal 119 Kitab Undang-Undang Hakum Perdats .

Ketentuan tersehnt mengatur hahyw
lean .é!g_l!_l}ll_lk}llll berlakulah pe
st dan isteri

amulai sant perkawinan dilangsung.
vsatuan -hulat antaca hara ety ann
keewali perjanjian kawin Yang menentukan  laig,

2. Warpga Nepara Indonesia Pribumi, yang mcluugsuuulum peranilahan
.:\"t'._ln,vl_g;l:_! twpenl 1o 11975 Tunditk P

ada ketentuan hukum aqlag Ving
mengatue habiwa harta yaog diperoleh selama perkawinan adalal ey in

gono - gini ( haves hersama ) keeuali havta bawaan dan hacins Vg
g e ; T T
dipevaleh karena warisan atau hilali
o Wanpa Negara

Indonesin vang melnpsungkan  perkawinon  setolal
Langppal | l

1975 tuaduk pada ketentuan pasal 35 UU nomor o
Iahon 19740 hahwa Taria henda yang dipervoleh selama perkavinan
menjadi Davia_bersama . Uaria hawaan dari mMasing- mnsing eohpeni
.’.““'i"'! e warisag L adalah dibawah penguasaan masing 'n_m.-:inp:
sepaninng pihak Gidak menenfukan Inin ,

Boevkaifan tdenpan terselud diminia |Il'l'|l:l‘ﬁl|ll
Kkewenangan hevtindak dalam pembnatan ak(
kompavisinyy |
NMisnlnyn -
A Apabila Sertipik

samdara untul meneliti
a 'l dan pembuntan

Al halk atas tanali/petok ¢ hekas milile sdat (eytnlis
As nnmn suami dan menurat penclitinn inah fevsebut b ta
Persama o omaka dalam penanda tanganan akia PPAT isteri hoysna

. i .
il menghindap dan nn-mh,ulmhk:m (anda anpannya atan member
fnnsa kepads seamiva wntpk mewakili . Demikinn Jupn sebalibog gy
apabila sertipikat (e (ulis :I;:m nama isteri o suami ikt menplodap

Ataw memberi konasa kepads isterinya untul mewakili .
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b Sertipiled Takeoatas tinal/petol e bekas wilik adat tertulis atas nama
isterifsuami herstatus janda /duda , maka harus diteliti apakah ianda
/duda karena cerai hidup atau cerai mati Kalan  cerai mati dan
harta tersebut harta bersama . maka harus ada Persefujuan dan

. kuasa atau tweat ditanda tangani Akta PPAT - nya oleh ahli waris
suami /isterinya yang telab meninggal lebib dahulu JUntuk hal ini
diperlukan pula keterangan waris dari suami /7 isteri (brsehnd |
Apabila cerai hidup , harus ada buldi bahwa harta hersama telah
dibagi | atauw ada persetujuan dan kuasa dari bekas susi / isteri .

e. YKalau penjunl menerangkan  tanah fersehut bukan havta hersama
hendaknya diteliti lehih dahula dan ditulis dalam komparisi haloya
Ganah tersehut adalah harta bawaan , hadiah atau warisan unfulk
menepaskan hahwa (anah  (ersebut bukan harta hersama perin
dibuatkan pencgasan oleh suami atauw isteri vang fidalc feveantum
didalam sertipikatnya dan dituangkan didalam komparisi .

(. Pembelian  yang  mengakibatkan fanah  tersebut mengadi handn
hersnmn ngae mengikutsertakan  baik suami aftaw isteri sehrpni
pembeli, dalnm hal ini pennada tanganan nkin culiup divakili anlaly
satw sedang jika pembelion sehagai substitusi harta hawasn yaug
mengakibntkan  bukan menjadi harta bersama apar dischuthkan
disehutkan dikomparisinya , setelah diadakan penclitian dan (i
tegaskan oleh suami atan isteri pasangannya ,

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan .

PIt KEPALA KANTOR PERTANAHAN

b __v\_._‘l (2T TR Ty ATEN L 4
ol KABUPATEN JEMRER
- \".i:)'\_\ /

. T::m\‘ M/Al‘\ /
| Y S ) S
A Ir, 'l}\.‘{"}gll. YARIANTCQ SIL M bhwm
e A Nip 010 160 2111

2

x /l“rll\\.,l -

Tembusan disampaikan Yh

. Bapalk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur di SURABAYA .

2. Bapak Bupati Jember di JEMBER.
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Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 2

...............

Kepada Yth. :

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya .............
di

...............................................

Umur

......................................................................

Pekerjfaan

..................................

Nomor KTP

-----------------------------------------------------------------------

Alamat

------

...............................

--------------------------

Berdasarkan surat kuasa Nomor ................ tanggal
mengajukan permohonan :

1. Pengukuran

2. Konversi/Pendaftaran Hak

3. Pendaftaran Hak Millk Sarusun

4. Pendaftaran Tanah Wakaf
ftaran Peralihan Hak

6. Pendaftaran Pemindahan Hak

8. Pemecahan/Penggabungan Hak

9. Pendaftaran Hak Tanggungan

10. Roya atas Hak Tanggungan

11. Penerbitan Sestiplkat pengganti

12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
13. Pengecekan Sertipikat

7. Pendaftaran Perubahan Hak

............

Atas bidang tanah hak/tanah n~gara :
RSO ... .o
Desa / Kelurahan.............
KEERINMIN ...ivi o
Kabupaten / Kotamadya
Nomor Hak

.........................................................

---------------------

-------------

--------------------------------

--------------------

.............................

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :
TR W S

--------------------------

..................................................................................................................................

..................................................

.........

------------------

...........................
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el

¢~ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
t& _/* KANTOR PERTANAHAN
R AL R BN A
1 - I s L (I
Nomor Kepada Yth. :
Lampiran : 1 (satu) berkas. -
Perihal :  Penolakan Permohonan Pendaftaran Pemindahary Sdr. ...
Peralihan hak dan Pembebanan Hak, (F, R
Menunjuk Surat Pemyataan Saudara Rnogal - odanaaa nomor
........................ tentang permohonan ...........ccccceeeennnn.n... atas bidang
tanah yang terletak di
e SO RO M . PSS o Y L
i, AR NN S N R,
Gt R SRS SR R AR T
ot ot N A e e gy ) SR
BADGDBURIIERREAINE ... oo omivesssassnunsssvitmnssasoniione G - S
Jenis dan Nomor Hak

Memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan inl diberitahukan bahwa
permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi karena :

-------------------------------------------------

----------------------

......................................................................

----------------

------------------

Berkenaan dengan hal tersebut, terampir dikiimkan kembali berkas
permohonan Saudara.

......................... geeessssssrsnnansan

Kepala Kantor Pertanahan

.................................................

Tembusan disampalkan kepada Yth : NIP.
Sdr. PPAT/Kepala Kantor Lelang ...... i
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